SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jambi
Nomor 21.B/LHP/XVIIL.JMB/5/2022 tanggal 20 Mei 2022
terkait dengan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Jambi sehingga perlu dilakukan
penyesuaian mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatannya sehingga tercapai keseimbangan
pemanfaatannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Jambi Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

10.

11.

12.

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Daerah
Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 10 Seri C Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Jambi Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Jambi.
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah, diubah sebagai berikut :

PASAL I

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ untuk setiap
bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan
pajak daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah,
paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat;

b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai
dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00
(tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8
(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus
milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok

dan tunjangan yang melekat.
(2) Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5% (lima
perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan

dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) dialokasikan
dengan rincian sebagai berikut kepada:

a. Walikota Jambi, Wakil Walikota Jambi, dan Kepala Badan
diberikan sebesar 23 % (dua puluh tiga perseratus); dan

b. Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah diberikan
sebesar 77 % (tujuh puluh tujuh perseratus).

(3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran
Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah bagi instansi
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa
lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana
penerimaan daerah.

PASAL II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 Juni 2022

WALIKOTA JAMBI,

ttd
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan Sezuai Dengan Azlinya
Flt. EEPALA BAGIAN HUEUM
SETDA KOTA JAMBEI

ttd
SAHAT MARULI TUA, 5H

Penata Tik.I
NIF 19680202 192402 1 002
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